BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/Prt/M/2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2016 Nomor 62).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o

10.

11

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur
pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

UPTD Wilayah I adalah UPTD Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup wilayah
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan
Kecamatan Tumijajar.

UPTD Wilayah II adalah UPTD Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup wilayah
Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung
Terang dan Kecamatan Batu Putih;

. UPTD Wilayah III adalah UPTD Wilayah III pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup wilayah
Kecamatan Way Kenanga dan Kecamatan Gunung Agung.

UPTD Air Bersih adalah UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

UPTD Islamic Centre dan Sessat Agung adalah UPTD Islamic Centre dan
Sessat Agung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahliaan dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.

Pelaksana Teknis adalah tenaga teknis pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengabdikan diri
dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan khusus melalui pendidikan di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang
Barat kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(1) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
atas:

UPTD wilayah I;

UPTD wilayah II;

UPTD wilayah III;

UPTD air bersih;

UPTD islamic center dan sessat agung.
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BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas
yang dilimpahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta tugas
lain sesuai dengan kebijakan berdasarkan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, UPTD

mempunyai Fungsi:

a. perumusan sebagian kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang yang berada di wilayahnya;

b. penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di wilayahnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang yang berada di wilayahnya;

f. pelayanan administratif dan pengelolaan urusan ketatausahaan Unit
Pelaksana Teknis;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.



BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di wilayah :

a. kecamatan tulang bawang tengah;

b. kecamatan tulang bawang udik; dan

c. kecamatan tumijajar.

Pasal 7

UPTD Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di wilayah :

a. kecamatan gunung terang;

b. kecamatan lambu kibang;

c. kecamatan pagar dewa; dan

d. kecamatan batu putih.

Pasal 8

UPTD Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada diwilayah :

a. kecamatan way kenanga; dan

b. kecamatan gunung agung.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal
7 dan Pasal 8, Kepala UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III,
menyelenggarakan Fungsi:

a. penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap
dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan
tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan
umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

c. pelaksanaan program tindaklanjut dan kebijakan teknis diwilayah kerjanya
yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi
pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan
perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.

d. pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan
dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

e. pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan
prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan
Pemerintah daerah diwilayah kerjanya.

f. pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Wilayah I, Wilayah II
dan Wilayah III.



Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah
I1I, terdiri atas:
a. kepala UPTD;
b. pelaksana teknis;
c. jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Kepala

UPTD mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

b. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data
dan informasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;

d. pelaksanaan  urusan  ketatausahaan, penatausahaan  keuangan,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung
jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;

e. penyusunan laporan UPTD.

Paragraf 4
Pelaksana Teknis

Pasal 13

Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pekerjaan
umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,

Pelaksana Bidang Bina Marga menyelenggarakan Fungsi:

a. menyusunan dan merumuskan rencana program kegiatan dan prosedur
tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan
umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

b. melaksanakan program kerja dan kebijakan teknis di bidang dibidang
pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.



(1)

(2)

melaksanakan program tindaklanjut dan kebijakan teknis diwilayah
kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi;
pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan
perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.

melaksanakan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan
dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.
melaksanakan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan
prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan
Pemerintah daerah diwilayah kerjanya.

melaksanakan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Air Bersih

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi UPTD Air Bersih, terdiri atas:
a. kepala UPTD;

b. pelaksana pengawas teknis;

c. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Uraian Tugas

Pasal 16

Kepala UPTD Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
sarana dan prasarana Air Bersih.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
UPTD Air Bersih menyelenggarakan Fungsi :

a.

b.

o o

laie o ™

membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bersih dan
operasional lainnya;

menyusun rencana program kerja dan anggaran kerja pengelolaan Air
Bersih;

melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka
penerapan teknologi pengembangan sarana dan prasarana Air Bersih;
melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan Air Bersih;

melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air yang di
distribusikan;

melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD Air Bersih;
pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data
dan informasi;

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
pelaksanaan  urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung
jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;

penyusunan laporan UPTD.

memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;



L.

m.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Pelaksana Pengawas Teknis

Pasal 18

Pelaksana Pengawas Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD
dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD agar tercapai pelayanan
penyediaan air bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang
memadai.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
Pelaksana Pengawas Teknis menyelenggarakan Fungsi:

a.

b.

509

(1)

(2)

menyusun rencana kerja bagian teknik;

menyusun rencana teknik pembangunan, pengembangan, pemeliharaan
instalasi, transmisi dan bangunan air sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

menyelenggarakan pemasangan instalasi dan transmisi air minum sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

menyelenggarakan pemeliharaan instalasi dan transmisi air minum sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
pelaksaan teknis;

membuat laporan-laporan kegiatan teknis UPTD secara periodik;
melakukan pembinaan SDM bidang teknik UPTD;

melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air
yang di distribusikan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan olek Kepala UPTD Air Bersih;

Bagian Ketiga
UPTD Islamic Centre dan Sessat Agung

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Islamic Centre dan Sessat Agung, terdiri atas:
a. kepala UPTD;

b. pelaksana urusan pertamanan;

c. pelaksana urusan masjid islamic center;

d. pelaksana urusan sessat agung;

e. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 2
Uraian Tugas

Pasal 21

Kepala UPTD Islamic Center dan Sessat Agung mempunyai tugas pokok
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21,

UPTD  Pengelolaan Kawasan Islamic Center dan Sessat Agung

menyelenggarakan Fungsi :

a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan pertamanan,
Islamic Center dan Sessat Agung serta operasional lainnya;

b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran kerja Pengelolaan
pertamanan, Islamic Center dan Sessat Agung;

c. pelaksanaaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka
Pengelolaan pertamanan, Islamic Center dan Sessat Agung;

d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan pertamanan,
Islamic Center dan Sessat Agung;

e. pelaksanaaan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD;

f. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data
dan informasi;

g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;

h. pelaksanaan  urusan  ketatausahaan, penatausahaan  keuangan,

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung
jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;

i. penyusunan laporan UPTD.

j- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Pelaksana Urusan Pertamanan

Pasal 23

Pelaksana Urusan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan, pengendalian, pengawasan serta pemeliharaan sarana dan
prasarana bidang pertamanan di kawasan Islamic Centre dan Sessat Agung.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

Pelaksana Urusan Pertamanan meyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan Pengelolaan pertamanan di kawasan Islamic Center dan
Sessat Agung serta operasional lainnya;

b. menyusun rencana program kerja dan anggaran kerja Pengelolaan
pertamanan di kawasan Islamic Center dan Sessat Agung;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka
pengelolaan pertamanan di kawasan Islamic Center dan Sessat Agung;

d. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pengawasan serta pemeliharaan
sarana dan prasarana pertamanan di kawasan Islamic Center dan Sessat
Agung;

e. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pertamanan;



f. melaksanakan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data
dan informasi;

menyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan pertamanan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

R

Paragraf 4
Pelaksana Urusan Masjid Islamic Center

Pasal 25

Pelaksana Urusan Masjid Islamic Center mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana di Masjid Islamic Centre dan Sessat Agung.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pelaksana

Urusan Masjid Islamic Center mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan Masjid
Islamic Center;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD.

c. Pelaksanaan urusan = ketatausahaan, penatausahaan  keuangan,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung
jawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan;

d. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain sepanjang dibutuhkan
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

e. Pengkoordinasian operasional organisasi dan tatalaksana sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

f. Pembagian tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional UPTD berdasarkan
peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan
efektif dan efisien;

g. Penggerakan dan pemberdayaan staf agar pelaksanaan pekerjaan
terlaksana dengan baik;

h. Pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;

i. Penyusunan laporan UPTD;

j- Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang
penyelenggaraan ibadah keagamaan di Masjid Islamic Center;

k. Pelaksanaan kegiatan internal dalam rangka pembinaan keagamaan
khususnya pengembangan agama Islam di Masjid Islamic Center;

1. Fasilitasi kegiatan keagamaan oleh instansi terkait yang diselenggarakan di
Masjid Islamic Center;

m. Pengelolaan, pemeliharaan, keamanan lingkungan dan gedung Masjid
Islamic Center berikut fasilitas penunjangnya;

n. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD;

o. Penyelengaraan administrasi umum dan keuangan di lingkup UPTD;

p. Pemungutan retribusi bangunan/gedung dan tempat penginapan/asrama
Masjid Islamic Center.

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan di bidang
Pengelolaan Masjid Islamic Center untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Bagian Keempat
Kelompok jabatan fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati.

Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan
maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing
serta menyampaikan laporan tepat waktu.



Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip
koordisasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpim dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas
Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat
dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 40

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas
usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas
usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 41

Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/b, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri
Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksana Teknis adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/b, diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui
saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan fungsional dan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Jabatan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang
Barat serta sumber lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, apabila terdapat peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan pembentukan unit
pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah
kabupaten akan segera disesuaikan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah peraturan perundang undangan yang mengatur sebagaimana
dimaksud berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hikum,

Sofivan N ; .Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008
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LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
WILAYAH I, WILAYAH II DAN WILAYAH III
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPALA UPTD

JABATAN
FUNGSIONAL

PELAKSANA
TEKNIS

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM



LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPALA UPTD

JABATAN
FUNGSIONAL

PELAKSANA
PENGAWAS
TEKNIS

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM



LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
ISLAMIC CENTER DAN SESSAT AGUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPALA UPTD

JABATAN
FUNGSIONAL
| |
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN
PERTAMANAN MASJID ISLAMIC SESSAT AGUNG
CENTER
PENJABAT BUPATI

TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM



